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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1

a.

BUPATI LUWU UTARA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal
177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah
wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
untuk memperoleh persetujuan bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke
dalam  Perubahan Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah
disepakati antara Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu
UtaraTahun Anggaran 2022;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang
PembentukanKabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3826);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19)dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
" Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistern Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5256) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang



10.

11.

12.

13.

14,

15.

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara.
Republik Indonesia Nomor 6735);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahur 2022 Nomor 4, Tambahan Lembardn
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5372) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101
Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia.
Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5731);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018
tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

Peraturan Presiden: Nomor 104 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun
2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142);



Menetapkan :

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun
2019 tentang  Pemotongan, Penyetoran, dan
Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala
Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249};

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022
tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan
Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5
Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Utara Tahun 2006 Nomor 5) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5
Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Utara Tahun 2017 Nomor 5);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021
Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN
ANGGARAN 2022.



Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

2.
3.
4

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
Bupati adalah Bupati Luwu Utara

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah  yang  berkedudukan  sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah
Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan
dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai
dengan kewenangan Daerah guna mendanai
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi.

Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan
dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk
membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik
maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH
adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu
APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil
berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan
mengurangi Kketimpangan kemampuan keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU
adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan
kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan
Desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK
adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan
tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus
yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang
mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau
menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain
sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk
membayar kembali.

Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi
Pemerintah  Daerah pada  Pemerintah  Pusat,
Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum
daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha
milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi,
dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan
pengembalian pokok pinjaman.

Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah
jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah
dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat
dinilai dengan uang berdasarkan  peraturan
perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan
sebab lainnya yang sah.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah
dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat
KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas
dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan
sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan
anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

1.

Pendapatan Daerah
a. semula Rpl1.281.854.918.267,00



b. bertambah
Jumlah setelah
Perubahan

2. Belanja Daerah
a. semula
b. bertambah
Jumlah setelah
Perubahan

Defisit setelah
Perubahan

3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Daerah
1. Semula
2.bertambah
Jumlah setelah
Perubahan

a. Pengeluaran Daerah
1. semula
2. berkurang
Jumlah setelah
Perubahan

Rp 22.757.700.621,00
Rpl1.304.612.618.888,00
Rp1.451.796.793.198,00
Rp 113.229.637.521,00

Rpl1.565.026.430.719,00

Rp260.413.811.831,40

Rp187.741.874.931,00
Rp 73.671.936.900,00

Rp261.413.811.831,40
Rp17.800.000.000,00
Rp16.800.000.000,00

Rp1.000.000.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan

Rp00,00

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 angka 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. semula

2. Berkurang
Jumlah setelah
Perubahan

b. Pendapatan Transfer
1. semula
2. Bertambah
Jumlah setelah
Perubahan

Rp134.350.755.267,00
Rp 3.809.666.323,00

RpRp130.541.088.944,00

Rp1.136.979.163.000,00
Rp 26.567.116.944,00

Rpl.163.546.279.944,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. semula
2. Bertambah
Jumlah setelah
Perubahan

Rp10.525.000.000,00
Rp 250.000,00

Rp10.525.250.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah
1. semula

Rp38.083.101.000,00



(4)

2. Berkurang
Jumlah setelah
Perubahan

b. Retribusi Daerah
1. semula
2. Berkurang
Jumlah setelah
Perubghan

c. Hasil Penghasilan
Dipisahkan
1. semula
2. Berkurang
Jumlah setelah
Perubahan

d. Lain-lain PAD Yang sah

1. semula

2. Berkurang
Jumlah setelah
Perubahan

Rp 1.400.000.000,00

Rp36.683.101.000,00

Rp14.976.376.000,00
Rp 100.000.000,00

Rp14.876.376.000,00

Kekayaan Daerah Yang

Rp4.652.928.127,00
Rp 1.536.678.123,00

Rp 3.116.250.004,00

Rp76.638.350.140,00
Rp 772.988.200,00

Rp75.865.361.940,00

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Transfer Pemerintah Pusat

1. semula
2. Bertambah
Jumlah setelah
Perubahan

b. Transfer Antar Daerah
1. semula
2. bertambah
Jumlah setelah
Perubahan

Rp1.069.265.437.000,00
Rp 26.567.116.944,00

Rpl.163.546.279.944,00

Rp67.713.726.000,00
Rp 20.442.685.000,00

Rp88.156.411.000,00

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf c¢ terdiri dari jenis

pendapatan :

a. Hibah
1. semula
2. bertambah
Jumlah setelah
Perubahan

b.Dana Darurat
1. semula
2. berkurang
Jumlah setelah
Perubahan

Rp10.525.000.000,00
Rp 250.000,00

Rp10.525.250.000,00

Rp00,00
Rp00,00

Rp00,00

c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan

Perundang-undangan
1. semula

2. berkurang
Jumlah setelah
Perubahan

Rp00,00
Rp00,00

Rp00,00



Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
angka 2 terdiri dari :
a. Belanja Operasi

1. semula Rp886.070.021.168,00

2. berkurang Rp 28.101.702.136,00

Jumlah setelah

Perubahan Rp914.171.723.304,00
b. Belanja Modal

1. semula Rp329.032.153.130,00

2. bertambah Rp 89.627.935.385,00

Jumlah setelah

Perubahan - Rp418.660.088.515,00
c. Belanja Tidak Terduga

1. semula Rp10.000.000.000,00

2. berkurang Rp 4.000.000.000,00

Jumlah setelah

Perubahan Rp 6.000.000.000,00
d. Belanja Transfer

1. semula Rp226.694.618.900,00

2. berkurang Rp 500.000.000,00

Jumlah setelah

Perubahan Rp226.194.618.900,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf a, terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

1. semula Rp491.679.664.183,00
2. bertambah Rp 4.117.279.902,00
Jumlah setelah
Perubahan Rp495.796.944.085,00
b. Belanja Barang & Jasa
1. semula Rp316.212.212.485,00
2. bertambah Rp 11.687.592.264,00
Jumlah setelah
Perubahan Rp327.222.782.007,00
c. Belanja Bunga
1. semula Rp6.665.000.000,00
2. berkurang Rp3.833.492.021,00
Jumlah setelah
Perubahan Rp2.831.507.979,00
d. Belanja Subsidi
1. semula Rp700.000.000,00
2. berkurang Rp500.000.000,00
Jumlah setelah
Perubahan Rp200.000.000,00
e. Belanja Hibah
1. semula Rp70.499.144.500,00
2. bertambah Rp 3.236.056.721,00



(3)

(1)

Jumlah setelah

Perubahan Rp73.735.201.221,00
f. Belanja Bantuan Sosial

1. semula Rp314.000.000,00

2. berkurang Rp120.000.000,00

Jumlah setelah

Perubahan Rp194.000.000,00

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf d, terdiri dari :

a. Belanja Bagi Hasil

1. semula Rp5.124.041.900,00

2. bertambah Rp 181.905.800,00
Jumilah setelah

Perubahan Rp5.305.947.700,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

1. semula Rp221.570.577.000,00
2. berkurang Rp 681.905.800,00
Jumlah setelah

Perubahan Rp220.888.671.200,00

Pasal 5

Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 angka 3 huruf a, terdiri dari :

a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya

1. semula Rp24.955.127.556,00
2. bertambah Rp 19.409.687.775,40
Jumlah setelah

Perubahan Rp 44.364.815.331,00

b. Pinjaman Daerah (PEN)

1. semula Rpl162.786.747.375,00
2. bertambah Rp54.262.249.125,00
Jumlah setelah

Perubahan Rp217.048.996.500,00

Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 angka 3 huruf b, terdiri dari :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1. semula Rp5.000.000.000,00
2. berkurang Rp5.000.000.000,00
Jumlah setelah

Perubahan Rp00,00

b. Pengeluaran Pembayaran Lainnya sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan

1. semula Rp12.800.000.000,00
2. berkurang Rp12.800.000.000,00
Jumlah setelah
Perubahan Rp00,00

c. Pemberian Pinjaman Daerah
1. semula Rp00.00
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2. bertambah Rp1.000.000.000,00
Jumlah setelah
Perubahan Rp.1.000.000.000,00

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I;

b. Lampiran II;

c¢. Lampiran III;

d. Lampiran IV;

e. Lampiran V,

f. Lampiran VI;

g. Lampiran VII;
h. Lampiran VIIJ;

i. Lampiran IX;
j. Lampiran X;

k. Lampiran XI;

I. Lampiran XII;
m. Lampiran XIII;

n. Lampiran XIV;

Ringkasan  Perubahan APBD yang
diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Ringkasan Perubahan APBD menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi,
Program, Kegiatan, Kelompok, Jenis
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut

Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi,
Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah
untuk Keselarasan dan Keterpaduan
Urusan Pemerintah Daerah, dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara;,

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan
Per Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaam Modal dan Investasi
Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Daftar Perkiraan  Penambahan dan
Pengurangan Aset Lain-Lain;

Daftar Kegiatan Tahun Anggaran
Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan
Dianggarkan Kembali dalam Tahun
Anggaran Yang Direncanakan;

Daftar Dana Cadangan;
Daftar Pinjaman Daerah;
Neraca Daerah Per 31 Desember 2021.
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Pasal 7
Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan
operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

an.di Masamba,
PARAF KOORDINAS' 31 Oktober2022
SEKDA J/’\_,
ASISTEN P
KABAGHUKUM | [

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2022 NOMOR - 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.02.103.22
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